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Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,;
2. Para Pejabat Administrator,
3. Para Pegawali,
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

SURAT EDARAN
NOMOR SE-SKJ 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN EFISIENSTI ANGGARAN TAHUN 2025

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.  Maksud dan Tujuan
a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh
pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran tahun
2095:

b. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tetap terlaksananya
tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan efisiensi
anggaran tahun 2025.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam
rangka pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025.

4. Dasar Hukum
a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
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Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal
24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Bagi Kementerian/Lembaga
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2025; dan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024
tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

a.

Penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan

melalui pengaturan WFO (work from office)/ bekerja dari kantor

dan WFA (work from anywhere)/ bekerja dari mana saja, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan
Subkoordinator/Ketua Tim, wajib hadir secara fisik setiap
hari kerja di kantor masing-masing;

2) pegawai pelaksana wajib hadir secara fisik setiap hari kerja di
kantor masing-masing berjumlah paling banyak 25% (dua
puluh lima persen); dan

3) pelaksanaan administrasi perkantoran di Gedung Cipta,
dilakukan/dipusatkan di ruang rapat masing-masing unit
kerja eselon II.

Pengaturan tempat kerja dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) pelaksanaan administrasi perkantoran di Gedung Karya,
untuk unit kerja eselon I yang menempati ruang kerja lebih
dari 1 (satu) lantai diatur pelaksanaan kerjanya hanya
dilakukan/dipusatkan di 1 (satu) lantai;

2) jam operasional Gedung Karya dan Gedung Cipta adalah
pukul 07.30 WIB s.d 15.00 WIB, dan apabila diperlukan
lembur dapat dilakukan di Gedung Karsa pada masing-
masing ruang sekretariat eselon I; dan

3) kebutuhan ruang rapat untuk mendukung kegiatan
administrasi perkantoran dapat dilakukan di ruang rapat
masing-masing ruang sekretariat eselon I.

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) tetap berjalan sebagaimana

mestinya.

Dalam hal terdapat kebutuhan khusus/mendesak/pertimbangan

lain, pimpinan yang berwenang dapat mengatur pelaksanaan WFO

dan WFA di luar ketentuan secbagaimana dimaksud pada huruf a.

Dalam hal terdapat tugas kedinasan yang penting dan mendesak

untuk dilaksanakan di kantor, pegawai WFA wajib hadir di kantor.

Sebagai bentuk akuntabilitas pemenuhan jam kerja, pegawai WFO

maupun WFA wajib melakukan pengisian daftar hadir sebanyak

2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagi pegawai yang berhalangan melaksanakan pekerjaan wajib

mengajukan cuti sesuai dengan ketentuan.

Pegawai yang tidak melaksanakan WFO dan/atau WFA sesuai

arahan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan hukuman

disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
dilakukan evaluasi pelaksanaannya secara periodik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ;06 Februari 2025

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan,;
2. Wakil Menteri Perhubungan.



